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PENETAPAN
Nomor 3963/Pdt.G/2023/PA.Ckr
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

ANONIM, tempat dan tanggal lahir Sumedang 06 Juli 1990, umur 33 tahun,
agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan Honorer,
tempat tinggal di Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Rohmat, S.Ag.SH.,MH., dan Asep Saefudin, S.H. adalah
Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan
Perceraian. Yang beralamat di Komplek Perkantoran
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Blok Kanan Masijid,
Provinsi Jawa Barat - Indonesia. Yang berdomisili elektronik di
alamat email: rohmatsagshmhcla@gmail.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah
didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama
Cikarang Nomor 1628/ADV/XII/2023/PA.Ckr, sebagai
Penggugat;

Lawan

ANONIM, tempat dan tanggal lahir Bandung 13 September 1990, umur 33
tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di Karangsatria, Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Setelah mendengar keterangan Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang dengan register perkara Nomor 3963/Pdt.G/2023/PA.Ckr,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Ahad
tanggal 03 Maret 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Warudoyong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 04
Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
bersama yang beralamat Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya
suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul)
dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018
keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai
terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan
penyebab yaitu:
1) Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang tidak
diketahui nama dan asalnya oleh Penggugat, dan hal tersebut diketahui
sendiri oleh Penggugat;
2) Bahwa Tergugat selalu bermain judi Online;
3) Bahwa Tergugat mempunyai banyak Hutang yang tidak diketahui
oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2023 yang

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (pisah
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tempat tidur) sampai dengan sekarang, bahkan Tergugat sudah
menjatuhkan Talak secara Tertulis kepada Penggugat;

6. Bahwa lkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat
ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ANONIM) terhadap
Penggugat (ANONIM);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan
nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai

dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
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rahmah;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan
mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor
3963/Pdt.G/2023/PA.Ckr karena telah rukun kemabali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak
sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke
persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan
oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara

telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;
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Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun
kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan
permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka
berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun
telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak
diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv
masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai
permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Ry;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam
proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara
Nomor 3963/Pdt.G/2023/PA.Ckr dari Penggugat;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam
register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Jeri MK, S.H.l. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Daswir, M.H. Drs. H. Sanusi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,
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Asep Jeri MK, S.H.l.

Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran 'Rp 30.000,00

2. Biaya ATK :Rp 60.000,00

Perkara
3. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00

4. Biaya Panggilan ‘Rp 32.000,00

5. Biaya Redaksi ‘Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai ‘Rp 10.000,00

JUMLAH ‘Rp 162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah).
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